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GUBERNUR  JAMBI   
 

PERATURAN GUBERNUR JAMBI  
NOMOR      16     TAHUN  2012  

 
TENTANG  

        TATA CARA PELAKSANAAN  PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

GUBERNUR JAMBI,  

Menimbang  : a. bahwa  untuk melaksanakan kegiatan pemunguta n Pajak 
Daerah sebagaimana  ditetapkan dengan Peraturan Daerah 
Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun  2011 tentang Pajak 
Daerah, perlu diatur t ata cara pemungutannya ; 

  b.  bahwa tata cara pemungutannya  sebagaimana  maksud 
pada huruf a diatas, dipandang perlu  untuk mene tapkan 
Peraturan Gubernur  tentang Tata Cara pemungutan Pajak  
Daerah .  

Mengingat : 1.  Undang -Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang 
Pembentukan Daerah -daerah Swatantra Tingkat I 
Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 19 57 Nomor 75) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 61 Tahun 
1958 tentang Penetapan Undang -Undang Nomor 19 
Darurat Tahun 1957 menjadi Undang -Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Ind onesia Nomor 
1646);  

  2.  Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1981 Nomor 76) ; 

  3.  Undang -Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan 
Penyelsaian  Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik 
Indoen sia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indoensia Negara Nomor 3684);   

  4.  Undang -Undang 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak 
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 42 , Tambahan Lembaran  Negara  
Republ ik Indonesia Nomor  3262 ) sebagaimana  telah  
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang -Undang 
Nomor 1 9 Tahun 200 0 tentang Perubahan Atas  Undang -
Undang Nomor 19 Tahun 1997  tentang Penagihan Pajak 
dengan Surat Paksa menjadi Undang -Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 200 0 Nomor 
129 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3987 ); 
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  5.  Undang -Undang 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum 
dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1983 Nomor 49 , Tambahan Lembaran  
Negara  Republik Indonesia Nomor  3262 ) sebagaimana  
telah  beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang -
Undang Nomor 1 6 Tahun 200 9 tentang Perubahan 
Keempat Atas  Undang -Undang Nomor 6 Tahun 1983  
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
menjadi Und ang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 200 9 Nomor 62 , Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4 999 ); 

  6. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambah an Lembaran  
Negara  Republik Indonesia Nomor  4437)  sebagaimana  
telah  beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang -
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah menjadi Undang -Undang (L embaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844);  

  7. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan  antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004  Nomor 126,Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);   

  8. Undang -Undang Nomor 28  Tahun 200 9 tentang Pajak dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 200 9  Nomor 1 30 , Tambahan Lembaran Negara 
Republik  Indonesia Nomor 5049 ); 

  9. Undang -Undang Nomor 1 2 Tahun 20 11  tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang -undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 20 11  Nomor 82 , 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234 );  

  10. Peraturan Pemerintah No mor 65 Tahun 2001 tentang 
Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor  4138);    

  11. Peraturan Presiden Republik Indoensia  Nomor 36 Tahun 
2011 tentang Perubahan atas tarif Pajak  Bahan Bakar 
Kendaraan Bermotor;  

  12 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 
tentang Pedoman  Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;  

  13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 
tentang  Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;  

  14.  Instruksi Bersama  Menteri Pertahanan Keamanan, 
Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan 
Nomor/03/M/X/1999, Nomor 29 Tahun 1999, Nomor 
6/IMK.014/1999 tentang  Pelaksanaan Sistem 
Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap dalam 
Penerbitan Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat 
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Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor 
Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor 
dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik 
Nama Kendaraan Bermotor  serta Sumbangan Wajib Dana 
Kecelakaan Lalu Lintas Jalan ; 

  15. Surat Keputusan Bersama Kepala Kepolisian R epublik 
Indonesia , Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan 
otonomi Daerah dan Direktur Utama PT.Jasa Raharja 
(Persero)  Nomor Skep/06/X/1999, Nomor 973 -1228 dan 
Nomor Skep/02/X/1999 tentang Pedoman Tata La ksana 
Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap 
dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan 
Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan 
Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama 
Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana 
Kecelaka an Lalu Lintas Jalan ; 

  16. Keputusan Men teri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 
tentang Sistem dan  Prosedur Administrasi Pajak Daerah, 
Retribusi dan Penerimaan Pendapatan lain -lain ; 

  17. Keputusan Mendagri No mor 973.024 -304 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Adm inistrasi Pajak Kendaraan 
Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor . 

  18 . Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 20 11  
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi 
Tahun 20 11  Nomor 6.  

MEMU TUSKAN  :  

Menetapkan :  PERATURAN GUBERNUR JAMBI TENTANG TATA CARA 
PELAKSANAAN  PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH  

BAB I  

KETENTUAN UMUM  

Pasal 1  

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :  
1.  Provinsi adalah Provinsi Jambi .  

2.  Gubernur adalah Gubernur Jambi . 

3.  Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi .  

4.  Dina s Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Provinsi Jambi . 

5.  Unit Pelayanan Teknis Dinas Pendapatan Provinsi yang selanjutnya 
disebut UPTD adalah Unit Pelayanan Teknis Dinas Pendapatan pada 
Dinas Pendapatan Provinsi Jambi yang bertempat diseluruh 
Kabupaten/Kota Pr ovinsi Jambi . 

6.  Bendahara Penerima adalah Staf yang ditunjuk untuk menatausahakan 
dan mempertanggungjawabkan uang PAD dalam rangka pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi .  

7.  Bendahara Penerima Pembantu adalah Staf yang ditunjuk untuk  
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan 
mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Asli Daerah dalam rangka 
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi 
pada UPTD.  
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8.  Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang 
daerah dari penerimaan pajak daerah  pada Bank yang dit unjuk .  

9.  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi . 

10.  Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan yang beroda be serta 
gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan 
digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya 
yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu 
menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk 
alat -alat berat dan alat -alat besar yang dalam operasinya menggunakan 
roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan 
bermotor yang dioperasikan di  air  . 

11.  Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan 
untuk angkuta n barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran .  

12.  Pajak Daerah Provinsi Jambi, yang selanjutnya disebut pajak, adalah 
kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi 
atau Badan atau Instansi Pemerintah yang bersifat memaksa 
berdasarka n undang -undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 
secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar -
besarnya kemakmuran rakyat  

13.  Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak 
atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendara an bermotor .  

14.  Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB 
adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai 
akibat perjanjian dua pihak atau pembuatan sepihak atau keadaan yang 
terjadi karena jual beli, tukar menukar,  hibah, warisan, atau pemasukan 
kedalam Badan Usaha.  

15.  Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, 
tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat  

16.  Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas 
pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan  . 

17.  Pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan adalah semua 
kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air yang berada diatas 
permukaan bumi tidak termasuk air laut yang digunakan di darat . 

18.  Pajak rokok adalah  pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh 
Pemerintah . 

19.  Subjek Pajak adalah or ang pribadi, Badan, Instansi Pemerintah yang 
dapat dikenakan pajak . 

20.  Wajib Pajak adalah orang pribadi, Badan, Instansi Pemerintah, meliputi 
pembayaran pajak, pemotong pajak, dan  pemungut pajak, yang 
mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang -undangan perpajakan daerah . 

21.  Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau waktu lain 
yang diatur dengan Peraturan Gubernur paling lama 3 (tiga) bulan 
kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, 
menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang . 

22.  Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, 
kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama  
dengan tahun kalender.  
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23.  Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, 
dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan perpajakan 
daerah . 

24.  Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 
penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak 
yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta 
pengawasan penyetorannya.  

25.  Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya dising kat SPTPD 
adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan 
penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau 
bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai ketentuan 
peraturan perundang -undangan perpajakan daerah.  

26.  Surat Pen daftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor yang selanjutnya 
disingkat SPPKB adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk 
melaporkan data subjek pajak dan objek pajak sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang -undangan perpajakan daerah . 

27.  Surat Setoran  Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah 
bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan 
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke 
Rekening Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk 
oleh Gube rnur.  

28.  Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD atau 
dokumen lain yang dipersamakan adalah Surat Ketetapan Pajak yang 
menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.  

29.  Nilai Jual Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat NJKB ad alah 
nilai jual kendaraan bermotor yang diperoleh berdasarkan harga pasaran 
umum atas suatu kendaraan bermotor .  

30.  Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan 
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 
usaha yang meliput i Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, 
Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik 
Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, 
Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Lembaga dan 
bentuk Badan lainnya te rmasuk kontrak infestasi kolektif dan bentuk 
usaha tetap.  

31.  Instansi Pemerintah adalah Pemerintah, TNI/POLRI, Pemerintah Daerah 
dan Pemerintah Kabupaten/Kota . 

32.  Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya 
penagihan pajak . 

33.  Pemeriksaan adala h serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah 
data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan 
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji 
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/ atau untuk 
tujuan lai n dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan 
perundang -undangan perpajakan daerah.  

34.  Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap 
yang selanjutnya disingkat SAMSAT adalah Kantor Bersama Sistem 
Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap y ang berada di 
Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi  
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BAB II  
RUANG LINGKUP   

Pasal 2  

Tata cara pemungutan Pajak Daerah meliputi : 

a.  Pajak Kendaraan Bermotor ( PKB); 
b.  Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN -KB); 
c.  Pajak Air Permukaan ( PAP); 
d.  Pajak Rokok.  

BAB III  

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  

Pasal 3  

Tata cara pemungutan PKB meliputi :  
a. Pendaftaran, Pendataan Objek Pajak Kendaraan Bermotor ( PKB); 
b.  Penetapan Dan Penghitungan Objek Pajak Kendaraan Bermotor ( PKB); 
c.  Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor ( PKB). 

Bagian Kesatu  
Tata Cara Pendaftaran, Pendataan Objek PKB  

Pasal 4  

(1) Wajib PKB  mendaftarkan dan mengisi SPPKB atau dokumen lain yang 
dipersamakan dengan jelas dan lengkap serta ditandatangani . 

(2) Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) atau 
doku men lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disampaikan kepada Kepala Dinas paling lambat :  

a. 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal faktur untuk kendaraan bermotor 
baru ; 

b.  Sampai dengan berakhirnya masa pajak untuk kendaraan bermotor 
bukan baru ; 

c. 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal fiskal untuk kendaraan Mutasi dari 
luar Provinsi ; 

d.  30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Risalah Lelang untuk kendaraan 
bermotor lelang.  

(3) Apabila batas waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
bertepatan dengan h ari libur, maka pendaftaran pada hari berikutnya 
dengan tidak merubah tanggal jatuh tempo . 

(4) Apabila terjadi perubahan atas Kendaraan Bermotor dalam masa PKB, 
baik perubahan warna, bentuk, peruntukan/fungsi maupun penggantian 
mesin, Wajib Pa jak melapor  denga n men ggunakan SPPKB atau dokumen 
lain yang dipersamakan . 

(5) Untuk kendaraan bermotor yang melakukan proses pendaftaran mutasi 
keluar Provi nsi, Pajak Kendaraan Bermotor  dipungut 3 (tiga) bulan 
kedepan yang dihitung berdasarkan tanggal, bulan, dan tahun pada sa at 
didaftarkan . 

(6) Pajak Kend araan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
dilakukan Pemungutan apabila masa berlaku Pajak Kendaraan 
Bermotornya kurang dari 30 (tigapuluh) hari pada saat didaftarkan . 
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(7) Bagi p emilik Kendaraan Bermotor Luar Daerah yang  melakukan mutasi 
masuk kedalam wilayah Provinsi Jambi proses pendaftaran  Pajak 
Kendaraan Bermotornya dihitung  1 (satu) tahun kedepan sejak saat 
pendaftaran . 

(8) Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud 
pada ayat (7) dilakukan apabila tan ggal pada fiskal antar daerah belum  
melewati  30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan . 

(9) Untuk Kendaraan Bermotor Luar Daerah yang di operasikan lebih dari 
3(tiga) bulan secara terus menerus wajib dimutasikan kendaraannya ke 
dalam wilayah Provinsi Jambi . 

Pasal 5 

(1) Setiap wajib pajak yang terlambat menyampaikan SPPKB sebagaimana 
dimaksud dalam  Pasal 4 ayat (2) Huruf (a) dan (c) dikenakan sanksi 
administrasi untuk setiap bulan keterlambatannya yaitu sebesar :  

a. Nilai jual s/d 50.000.000 ,-                      = Rp.38. 000    (R.2);  
b.  Nilai jual 51.000.000, -300.000.000, -       = Rp.563.000  (R.4); dan  
c. Nilai jual 301.000.000, - s/d keatas           = Rp.1.125.000, - (R.4). 

(2) Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak setelah jatuh 
tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4  ayat (2) dikenakan sanksi 
administratif berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari 
pokok pajak ditambah sanksi administratif  berupa bunga sebesar 2 % 
(dua persen) setiap bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak 
saat terutangnya p ajak.  

(3) Setiap Jenis pendaftaran kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (2) harus dilakukan teliti ulang terh adap kendaraan : 

a. Pendaftaran baru;  
b.  mutasi kendaraan dari l uar daerah ke dalam Provinsi Jambi;  
c. kendaraan dari hasil lelang milik p emerintah/pemerintah daerah, 

TNI/POLRI dan badan ; 
d.  kendaraan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c apabila terjadi 

keterlambatan  melakukan pendaftaran dan proses teliti ulang 
dikenakan sanksi   sebagaimana dimaksud ayat (2)  

Pasal 6  

(1) SPPKB atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (1) paling sedikit memuat :  

a. nama dan alamat orang pribadi, badan atau instansi Pemerintah 
yang menerima penyerahan;  

b.  tanggal, bulan dan tahun penyerahan;  
c. dasar penyerahan ; 
d.  harga penjualan;  
e. jenis, mer ek, tipe, isi silinder, tahun pembuatan, warna, bahan 

bakar, nomor rangka dan nomor mesin;  
f. gandengan dan jumlah sumbu.  

(2) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SPPKB atau dokumen lain yang 
dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada 
lampiran  I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Gubernur ini.  
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Bagian Kedua  
Tata Cara Penetapan dan Penghitungan PKB  

Pasal 7  

(1) Surat Pendataan dan Pendaftaran Kendaraan Bermotor (SP PKB) atau 
dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksu d dalam Pasal 4 
ayat (1), P ajak Kendaraan Bermotor (PKB)  ditetapkan dengan 
menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.  

(2) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SKPD atau dokumen lain yang 
dipersamakan sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) ter cantum  pada 
lam piran II  dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Gubernur ini.  

Pasal 8  

(1) Wajib Pajak Kendaraan Bermotor  (PKB) adalah orang pribadi, badan, dan 
Instansi Pemerintah yang memiliki/menguasai kendaraan bermotor.  

(2) Pajak Kendaraan Bermotor  (PKB) dipungut di Daerah tempat kendaraan 
bermotor terdaftar atau tempat lain yang ditetapkan Gubernur.  

(3) Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor  (PKB) dilakukan bersamaan 
dengan penerbitan dan/atau pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan 
Bermotor.  

(4) Apabila terjadi pemin dahan kendaraan bermotor dari Luar Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam P asal 4 ayat (2) huruf c, maka Wajib Pajak 
yang bersangkutan harus melampirkan bukti pelunasan Pajak 
Kendaraan Bermotor ( PKB) berupa Surat Keterangan Fiskal Antar 
Daerah.  

Pasal 9  

(1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)  berlaku untuk masa PKB 12 (dua 
belas) bulan berturut -turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan 
bermotor.  

(2) Pajak Kendaraan Bermotor  (PKB) sebagaimana dimaksud ayat (1) karena 
suatu hal masa Pajak Kendaraan Bermotor nya tidak sam pai 12 (dua 
belas) bulan , besar  pajak terutang berdasarkan jumlah bulan berjalan.  

(3) Masa Pajak Kendaraan Bermotor yang melebihi 15 (lima belas) hari 
dihitung 1 (satu) bulan penuh.  

(4) Pajak Kendaraan Bermotor ( PKB) terutang dalam masa PKB terjadi pada 
saat terbi tnya SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan . 

(5) Untuk kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor ( PKB) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) karena keadaan kahar (force majeur), dapat 
dilakukan restitusi atas Pajak Kendaraan Bermotor  (PKB) yang sudah 
dibayar untuk por si masa PKB yang belum dilalui.  

Pasal 10  

(1) Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor  (PKB) adalah hasil 
perkalian dari 2 (dua) unsur pokok :  

a. Nilai Jua l Kendaraan Bermotor ( NJKB ); dan  

b.  Bobot yang mencerminkan secara relative tingkat kerusakan jalan 
dan/atau pen cemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan 
bermotor . 

(2) Pajak Kendaraan Bermotor  (PKB) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b 
dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 
(satu), dengan pengertian sebagai berikut :  
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a. koefisien sa ma dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau 
pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor 
tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan  

b.  koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan kendaraan 
bermotor tersebut dianggap mele wati batas toleransi.  

(3) NJKB ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum (HPU). 

(4) Nilai  jual kendaraan bermoto r sebagaimana dimaksud ayat (3)   
berdasarkan ketentua nnya  peraturan perundang -undanga n yang 
berlaku .  

(5) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapk an berdasarkan 
Harga Pasaran Umum pada minggu pertama bulan Desember tahun 
pajak sebelumnya.  

(6) Dalam hal Harga Pasaran Umum suatu kendaraan bermotor tidak 
diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh 
faktor :  

a. harga kendaraan bermotor de ngan isi silinder dan/atau satuan 
tenaga yang sama;  

b.  penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi;  
c. harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang 

sama;  
d.  harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan 

bermotor yang sama;  
e. har ga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor 

yang sama;  
f. harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis; dan  
g. harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan 

Import Barang.  
(7) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di hitung 

berdasarkan faktor :  

a.   tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, 
dan berat kendaraan bermotor;  

b.  jenis bahan bak ar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut 
solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan baka r 
lainnya; dan  

a. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri -ciri mesin kendaraan 
bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 (dua) tak atau 4 
(empat) tak, dan isi silinder.  

Pasal 11  

(1) Khusus kendaraan bermotor alat berat  dan alat besar pengenaan PKB 
berdasarkan  Nilai Jual Kendaraan Bermotor ( NJKB ). 

(2) Surat Pemberitahuan Pajak (SPP) Alat Berat  dan Alat Besar atau 
dokumen lain yang dipersamakan , wajib pajak harus mengisi dan 
menyampaikan  blanko data pajak dengan jelas, benar dan lengkap serta 
ditandatangan i.  

(3) SPP Alat Berat  dan Alat Besar atau dokumen lain yang dipersamakan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus  memuat :   

a. nama Pemilik;  
b.  alamat Pemilik ; 
c. merk/Tipe ; 
d.  jenis ; 
e. tahun Pembuatan ; 
f. bahan Bakar.  
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(4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPP AlatBerat/Besar a tau dokumen 
lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ay at (2) terlampir 
pada lampiran III  Peraturan ini.  

Pasal 12  

(1) Berdasarkan SPP Alat -Alat  Berat  dan  Besar atau dokumen lain yang 
dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Kepala 
Din as Pendapatan menetapkan Surat Penetapan Sementara Pajak Alat 
Berat dan Alat Besar (SPSP) . 

(2) Bentuk,  isi, kualitas dan ukuran SPSP Alat -Alat  Berat  dan A lat -Alat  
Besar atau dokumen lain yang dip ersamakan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ter cantum pada lampi ran IV dan merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan Peraturan Gubenur ini.  

(3) Pajak Kendaraan Bermotor  (PKB) alat berat  dan alat b esar ditetapkan 
dengan menerbitkan SKPD .  

(4) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SKPD Alat -alat  Berat  dan  Alat -alat  
Besar atau dokumen l ain yang diprsamakan sebagaimana dimaksud 
pada ay at (3) terlampir pada lampiran V Peraturan ini.  

Pasal 13  

(1) Penetapan PKB dan BBNKB kendaraan bermotor di air ditentukan 
berdasarkan penjumlahan nilai jual rangka/bodi dan nilai jual motor 
penggerak kendaraan b ermotor di air . 

(2) Nilai jual rangka/bodi kendaraan bermotor yang dioperasikan di air 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut jenis, isi kotor 
(GT/Gross Tonnage) antara GT 5 sampai dengan GT 7, fungsi, dan umur 
rangka/bodi . 

(3) Nilai jual motor pengg erak kendaraan bermotor di air sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut daya kuda/horse power dan 
umur motor . 

(4) Jenis kendaraan bermotor di air seb agaimana dimaksud pada  ayat (2) 
dibedakan berdasarkan jenis bahan konstruksi rangka/bodi yaitu  : 

a. Kayu ; 
b.  Serat, fiber, karet, dan sejenisnya ; 
c. Besi, baja, ferrocement, dan sejenisnya . 

(5) Penggunaan kendaraan bermotor di air dikelompokkan berdasarkan 
fungsi . 

a. Angkutan penumpang dan/atau barang ; 
b.  Penangkap ikan ; 
c. Pengerukan ;dan  
d.  Pesiar, olahraga atau rekreasi . 

Pasal 14  

(1) Surat Pemberitahuan Pajak Kendaraan Di air (SPPKDA) atau dokumen 
lain yang dipersamakan  bagi wajib pajak harus  mengisi dan 
menyampaikan dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani 
atas kuasanya.  

(2) Surat Pemberitahua n Pajak Kendaraan Di A ir (SPPKDA ) atau dokumen 
lain yang dipersamakan sebagaimana tercantum dalam lampiran VI dan 
lampiran VII merupakan bagian dari peraturan ini .  
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Pasal 15  

(1) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sesuai 
dengan peraturan perundangan  berlaku.  

(2) Dalam ha l pengenaan PKB  sebagaimana dimaksud ayat (1)  belum 
ter tercantum, maka dasar pengenaan PKB ditetapkan oleh Kepala  Dinas  
Pendapatan.   

Pasal 16  

(1) Pajak Kendaraan bermotor (PKB) untuk kepentingan  sosial dan 
keagaman mempunyai akte  pendirian atau surat  Ketera ngan dari 
instansi berwenang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 0,5 % (nol 
koma lima persen ) . 

(2) Kendaraan bermotor  sebagaimana  dimaksud pada ayat ( 1)   tidak 
termasuk jenis sedan  dan  Jeep . 

Pasal  17  

(1) Kepemilikan kenderaan kedua dan seterusnya dikenak an  tarif secara 
progresif  sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku.   

(2) Kepemilikan kendaran bermotor  sebagaim ana  dimaksud  pada ayat (1) 
didasarkan  atas nama dan/atau alamat yang sama  dalam 1 (satu) 
keluarga yang tercantum dalam kartu kelu arga yang diterbitkan  oleh 
instansi  berwenang.   

(3) Urutan kepemil ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  didasarkan 
tanggal penyerahan kepemilikan, saat kendaraan bermotor didaftarkan.  

(4) Tarif Pajak secara Progresif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) 
dikecualikan  terhadap kendaran bermotor roda 2 (dua), kendaraan 
bermotor roda 3 (tiga), Alat  Berat/Besar, ambulance, pemandam 
kebakaran, sosial keagamaan, Pe merintah/Pemerintah Daerah, TNI / 
PORLI dan Badan . 

(5) Tata cara pelaksanaan pengenaan tarif pajak secara progresif diatur  
melalui mekanisme SAMSAT sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 .  

Pasal 18  

Besaran tarif PKB terutang dihitung  berdasarkan ketentuan dalam P asal 13 
ayat (1) dan ayat (2) , Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15  dari Peraturan Gubernur 
ini.   

Bagian Ke tiga  
Tata Cara Pembayaran PKB  

Pasal 19  

(1) PKB  harus dibayar sekaligus dimuka untuk masa 12  (dua belas ) bulan.  

(2) Pajak Kendaran Bermotor  dibayar sejak tanggal berakhirnya masa 
berlaku PKB pad a SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan . 

(3) Apabila wajib pajak k eberatan atas pembayaran PKB yang telah 
diterbitkan oleh instansi terkait, dapat mengajukan permohonan 
pengurangan kepada Kepala Dinas . 

(4) Pengajuan permohonan dari Wajib pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3),  setelah memenu hi persyaratan pejabat berwenang men etapkan 
keputusan.  

(5) Setiap pembayaran PKB harus diterbitkan SKPD dan membubuhkan 
validasi pada SKPD yang telah diterbitk an.  
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(6) Pemungutan PKB dan BBN -KB Alat -alat  Berat/ Alat -alat Besar 
dilak sanakan  Dinas Pendapatan  berkerjasama dengan istansi  terkait 
dan berk oordinasi dengan Kabupaten/Kota pelaksanaannya sesuai 
dengan peraturan perundangan -undangan yang berlaku.  

Pasal 20  

Kendaraan bermotor milik pemerintah/ pemerintah Daerah, TNI/Polri yang 
terdaftar pembayaran PKB melewati batas waktu jatuh tempo yang tertera 
pada SKPD sebelum peraturan ini berlaku , pemungutan PKBnya ditetapkan 
berdasarkan porsi masa jatuh tempo yang akan dilalui . 

Pasal 2 1 

(1) Untuk pembayaran PKB pada SAMSAT di dalam wilayah Provinsi Jambi , 
Wajib Pajak melakukan pembayaran langsung ke Rekening Umu m Kas 
Daerah melalui Bank yang ditunjuk atau Wajib Pajak melakukan 
pembayaran melalui Bendahara Penerima Pembantu/Kasir pada  UPTD 
yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang yang berlaku . 

(2) Bendahara Penerima Pembantu/Kasir dalam waktu 1 x 24 (satu kali d ua 
puluh empat) jam wajib menyetorkan hasil penerimaan PKB ke Rekening 
Kas Umum Daerah.  

BAB IV  
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR  

Pasal 22  
Tata cara pemungutan BBN -KB meliputi  : 

a. pendataan Objek BBN -KB;  
b.  penetapan dan Penghitungan BBN -KB; 
c. pembayaran BBN -KB. 

Bagian kesatu  
Tata Cara Pendataan Obyek BBN -KB  

Pasal 23  
 
(1) Wajib Pajak BBN -KB  mendaftarkan kendaraan bermotor dengan mengisi 

SPPKB atau dokumen lain yang dipersamakan yang disediakan pada 
kantor SAMSAT.  

(2) SPPKB sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus d iisi dengan 
jelas,  benar dan lengkap sesuai data kendaraan bermotor, serta 
ditandatangani oleh wajib pajak dengan  melampirkan  KTP/SIM/Kartu 
keluarga Wajib pajak yang bersangkutan.  

(3) Pendaftaran BBN -KB sebagaimana di maksud pada ayat (1) disampaikan 
paling la mbat  : 

a. 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal faktur untuk kendaraan bermotor ; 
b.  30 (tiga puluh) hari s ejak tanggal kwitansi pembelian , surat hibah , 

surat waris ,untuk kendaraan bermotor bukan baru ;  
c. 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal fiskal untuk kendaraan berm otor 

mutasi dari luar provinsi ;  
d.  30 (tiga  puluh) hari sejak tanggal Risa lah lelang . 

(4) Pendaftaran kendaraan bermotor merubah bentuk , fungsi dan/atau 
penggantian mesin harus melapor  ke kantor SAMSAT paling lambat  30 
(tiga puluh) hari sejak tanggal surat reko mendasi perubahan diterbitkan 
oleh  instansi yang berwenan g.  
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(5) Apabila batas waktu pendaftaran sebagaim ana di maksud pada ayat (1), 
ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) bertepatan dengan hari libur, maka 
pendaftaran pada hari berikutnya dengan tidak merubah tan ggal jatuh 
tempo . 

(6) Bentuk , isi dan tata cara pengisian SPPKB atau dokumen lain yang 
dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada 
lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari P eraturan 
Gubernur ini .  

(7) Setiap wajib pajak yang t erlambat mendaftarkan kendaraan bermotor 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administrasi 
sebagai berikut :  

a. Nilai jual s/d 50.000.000, -                 = Rp.250.000, -    (R.2); 
b.  Nilai jual 51.000.000, -300.000.000, -  = Rp.3.750.000, -  (R.4); dan 
c. Nilai jual 301.000.000, - s/d keatas        = Rp.7.500.000, -  (R.4). 

(8) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 
dikenakan bagi  pendaftaran kendaraan baru, kendaraan mutasi masuk, 
BBN kendaraan kedua dan seterusnya, dan BBN kendaraa n lelang .  

Pasal 24  

Pendaftaran kendaraan bermotor angkutan umum barang wajib melengkapi 
persyaratan izin penyelenggaraan angkutan umum barang  harus melengkapi 
surat i zin penyelenggaraan angkutan umum barang atau dokumen lain yang 
dipersamakan dikeluarkan oleh Dinas  perhubungan  atau Pejabat yang 
berwenang;  

Pasal 25  

Kendaraan bermotor yang pindah kepemilikan nya  wajib melakukan Bea 
Balik Nama ( BBN ) atas kendaraannya dalam waktu paling lama 30 (tiga 
puluh) hari sejak penyerahan  dan melaporkan ke kepada Dinas P endapatan 
(Kantor SAMSAT)  

Pasal 2 6 

Apabila batas waktu yang telah ditetapkan,  wajib pajak tidak memberitahu 
/melaporkan seb agaimana dimaksud dalam Pasal 23 , Kepala Dinas 
Pendapatan  dapat memberikan sanksi administrasi  berupa:   

a. tindakan pemblokiran adm ini strasi;  

b.  pemblokiran adm inistrasi sebagaimana dim aksud huruf  a dilakukan 
terhadap data kepemilikan kenderaan . 

Pasal 2 7 

SPPKB atau dokumen lain yang dipersama kan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 3 ayat (1) paling sedikit memuat  : 
a. nama dan alamat pemilik ken deraan yang menerima penyerahan;  
b.  tanggal, bulan, dan tahun penyerahan;  
c. dasar penyerahan;  
d.  jenis, merek, tipe, isi silinder, tahun pembuatan/tahun perakitan, 

warna, bahan baker, nomor rangka dan nomor mesin;  
e. gandengan dan jumlah sumbu.  

 
Bagian Kedua  

Tata Car a Penetapan dan Penghitungan BBN -KB 

Pasal 2 8 
(1) SPPKB sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 3 ayat (1) dite tap kan BBN -

KB dengan  menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.  
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(2) Bentuk, isi, dan tata cara pengisian SKPD atau dokumen lain yang 
dipersamakan se bagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada 
lampiran II  dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Gubenrur ini.  

Pasal 29  
(1) Apabila terjadi pemindahan kendaraan bermotor dari luar daerah ke 

daerah sebagaimana dimaksud Pasal 23  ayat (3) h uruf c , wajib pajak 
melampirkan bukti pelunasan Pajak Kendaraan Bermotor berupa surat 
keterangan fiskal antar daerah.  

(2) Pembayaran BBN -KB harus diterbitkan SKPD dan membubuhkan 
validasi pada SKPD yang telah diterbitkan.  

(3) Wajib pajak yang telah melakukan pemba yaran BBN -KB harus diberikan 
lembar asli SKPD yang telah divalidasi.  

(4) Pembayaran BBN -KB dapat dilakukan pada Kantor Bersama (SAMSAT) 
dengan melakukan pembayaran tunai.  

(5) Untuk pemungutan BBN -KB Dinas Pendapatan  bekerja  sama dengan 
Instansi terkait dan berkoor dinasi dengan Kabupaten/Kota sesuai 
peraturan perundang -undangan yang berlaku.  

Pasal 3 0 
 
(1) Wajib BBN -KB adalah Orang Pribadi  atau  Badan yang menerima 

penyerahan kendaraan bermotor . 

(2) BBN -KB dipungut di Daerah tempat kendaraan bermotor didaftarkan . 

(3) Pemungutan BBN -KB dilakukan bersamaan dengan penerbitan Surat 
Tanda Nomor Kendaraan Bermotor . 

Pasal 3 1 

(1) Masa BBN -KB adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 30 (tiga 
puluh) hari kerja . 

(2) BBN -KB terutang terjadi pada saat diterbitkan SKPD atau dokumen lain 
yang diper samakan atas penyerahan kendaraan bermotor, ubah bentuk 
dan/atau ganti mesin.  

Pasal 3 2 

(1) Dasar pengenaan BBN -KB adalah Nilai J ual Kendraan Bermotor ( NJKB ). 

(2) NJKB ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu 
kendaraan bermotor . 

(3) Harga Pasaran Umum sebag aimana dimaksud pada ayat (2) adalah 
harga rata -rata yang diperoleh dari  berbagai sumber data yang akurat . 

(4) Dalam hal Harga Pasaran Umum suatu kendaraan bermotor tidak 
diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh 
factor  : 

a. harga kendara an bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan 
tenaga yang sama;  

b.  kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama;   
c. harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan 

bermotor yang sama;  
d.  harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan  bermotor 

yang sama;  
e. harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis; dan  
f. harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan 

Import Barang.  
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(5) Dasar pengenaan BBN -KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) sesuai peraturan perundang -undangan.  

Pasal 3 3 

(1) Tarif BBN -KB ditetapkan sebagai berikut  : 
a. Penyerahan pertama sebesar 10 % (sepuluh persen) ; 
b.  Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1 % (satu persen) . 

(2) Khusus kendaraan bermotor alat berat dan alat besar yang tidak 
menggunakan jalan umum  dikenakan tarif pajak sebagai berikut  : 
c. penyerahan pertama sebesar 0,75 % (nol koma tujuh puluh lima 

persen) ; 
d.  penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075 % (nol koma nol 

tujuh puluh lima persen) . 

(3) Kendaraan Be rmotor yang berasal dari lelang , maka BBN -KBn ya 
dikenakan sebesar 10 % (sepuluh persen)  

Pasal 3 4 
Besaran pokok BBN -KB terutang dihitung sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 31 ayat (1), dan ayat (5) dan Pasal 32 dengan cara mengalikan tarif 
dengan dasar pengenaan PKB .  

Pasal 3 5 

(1) Dalam hal dasar pengenaan BBN -KB bagi kendaraan bermotor yang 
mengalami perubahan bentuk, yang mengakibatkan bertambahnya nilai 
jual kendaraan bermotor ditetapkan sebesar  10 % (sepuluh persen) dari 
selisih nilai jual kendaraan bermotor sebelum dan sesudah mengalami 
perubahan bentu k.  

(2) Dasar pengenaan BBN -KB bagi kendaraan bermotor yang mengalami 
ganti mesin baik mesin lama maupun mesin baru ditetapkan sebesar 10 
% (sepuluh persen) dari harga mesin kendaraan baru berdasarkan faktur 
atau kwitansi.  

Bagian Ketiga  
Tata Cara Pembayaran BBN KB  

Pasal 3 6 

(1) Pembayaran BBN -KB dilakukan pada saat pendaftaran dan/atau 
beralihnya kepemilikan kendaraan bermotor .  

(2) Untuk pembayaran BBN -KB pada SAMSAT di dalam wilayah Provinsi 
Jambi, Wajib Pajak melakukan pembayaran langsung ke Rekening 
Umum Kas Daerah me lalui Bank yang ditunjuk atau Wajib Pajak 
melakukan pembayaran melalui Bendahara Penerima Pembantu/Kasir di 
UPTD.  

(3) Bendahara Penerima Pembantu/Kasir dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua 
puluh empat) jam wajib menyetorkan hasil penerimaan BBN -KB ke 
Rekening Ka s Umum Daerah . 

BAB V  
PAJAK AIR PERMUKAAN  

Pasal 3 7 
Tata cara pemungutan P ajak Air Permukaan (PAP)  meliputi  : 
a. pendataan Objek PAP ; 
b.  penetapan dan Penghitungan PAP ; 
c. pemungutan dan Pembayaran PAP . 
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Bagian Kesatu  
Tata Cara Pendataan Objek PAP  

Pasal 38  

(1) Setiap W ajib PAP, wajib mengisi dan menyampaikan SPPAP atau 
dokumen lain yang dipersamakan dengan jelas, benar, dan lengkap serta 
ditandatangani oleh Wajib PAP atau Kuasanya . 

(2) SPPAP atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) paling sedik it memuat  : 
a. nama Wajib PAP atau Kuasanya;  
b.  alamat Wajib PAP ; 
c. jenis Usaha ; 
d.  jenis peruntukan air permukaan ; 
e. lokasi pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan ;  
f.  volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan ; 
g. bulan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan . 

(3) Bentuk, isi, dan tata cara pengisian SPPAP atau dokumen lain yang 
dipersamakan sebagaimana dimaksud pada aya t (1) terlampir pada 
lampiran VII I Peraturan ini.  

Pasal 39  

Apabila kewajiban mengisi dan meny ampaikan SPPAP atau dokumen lain  
yang di persamakan sebagaimana dimaksud dalam p asal 38 ayat (1) tidak 
dipenuhi , dikenakan san ksi administratif sebesar 2%(dua persen)dari pokok 
PAP terutang setiap bulan keterlambatan,  untuk jangka waktu paling lama 
15  (lima belas) bulan.  

Bagian Kedua  
Tata Cara Pe netapan Dan penghitungan PAP  

Pasal 4 0 

(1) Berdasarkan SPPAP atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana 
dimaksud dalam  Pasal 38 ayat (1),  Kepala Dinas menetapkan PAP 
dengan menerbitkan  SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan . 

(2) Penetapan PAP sebagaimana di maksud pada ayat (1) paling lambat pada 
tanggal 10 bulan berikutnya.  

(3) Bentuk,  isi, kualitas  dan ukuran  SKPD atau dokumen lain yang 
dipersamakan  sebagaimana maksud pada ay at (1) terlampir pada 
lampiran IX peraturan ini  

Pasal 4 1 

(1) Wajib PAP adalah orang prib adi  atau badan yang mengambil dan/atau 
memanfaatkan Air Permukaan . 

(2) PAP terutang dipungut  ditempat Air permukaan berada . 

Pasal 4 2 

(1) Masa PAP adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) 
bulan kalender . 

(2) Tahun PAP adalah jangka waktu 1 (satu) tahun k alender.  

(3) PAP terutang dalam masa PAP terjadi pada saat terbitnya SKPD atau 
dokumen lain yang dipersamakan  

Pasal 4 3 

(1) Dasar pengenaan PAP adalah nilai perolehan Air.  
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(2) Nilai perolehan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan 
dengan rupiah yang dihitung  dengan mempertimbangkan  sebagian atau 
seluruh faktor  sebagai berikut :  

a. jenis sumber air;  
b.  lokasi sumber air;  
c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;  
d.  volume air yang diambil dan/atau pemanfaatan air  
e. kualitas air.  
f.  luas areal tempat pengambilan dan/ata u pemanfaatan air;  
g. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan 

dan/atau pemanfaatan air.  
 
(3) Nilai Perolehan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih 

lanjut dengan Peraturan Gubernur . 

Pasal 4 4 

(1) Tarif PAP ditetapkan sebesar 10%  (sepuluh persen).  

(2) Cara menghitung pajak Air permukaan adalah Volume Air Permukaan  
dikalikan dengan NPA kemudian dikalikan 10 % (sepuluh persen ) 

Bagian Ketiga  
Pemungutan dan Pembayaran PAP  

Pasal  4 5 
 

(1) Jumlah besaran pajak harus dibayar oleh wajib pajak PAP terlebih  
dahulu  ditetapkan oleh Gubernur melalui petugas pajak .  

(2) Pemungutan Pajak  Air Permukaan dilakukan oleh petu gas Dinas 
Pendapatan  dan disetor ke Bendaharawan Penerima Dinas Pendapatan  
selambat –lambatnya dalam jangka waktu 1x 24  jam . 

(3) Bendaharawa n Penerima Dinas Pendapatan  sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) menyetor ke Kas daerah Provinsi Jambi selambat -
lambatnya dalam jangka waktu  1x 24 jam . 

(4) Bendaharawan Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3) wajib 
menyampaikan laporan penerimaan Pajak Air Permukaan kepada 
Gubernur setiap tanggal 15 bulan berikutnya . 

(5) Pembayaran dapat dilakukan oleh petugas pajak, 
perusahaan/perorangan yang diset orkan langsung ke rekening Umum 
Kas d aerah Provinsi Jambi selambat -lambatnya dalam jangka waktu 1 x 
24 jam setelah pemungutan/penagihan oleh petugas  

(6) Bukti setor pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
disampaikan kepada Bendaharawan P enerima Dinas Pendapatan 
selambat -lambatnya dalam jangka waktu 3 x 24 jam . 

BAB VI  
PAJAK ROKOK  

Pasal 4 6 
 

Tata cara pemungutan Pajak Rokok akan diatur dengan peraturan 
Gubernur lain sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan . 
 

BAB VII  
PENGHARGAAN DAN/ATAU INSENTIF PAJAK  

Pasal 4 7 
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(1) Gubernur dapat memberikan penghargaan /atau insentif kepada wajib 
pajak .  

(2) Penghargaan dan/atau insentif sebagaimana yang dimaksud pada ayat 
(1) dapat berupa piagam pen ghargaan dan/ atau souvenir  kepada wajib 
pajak.  

(3) Piagam penghargaan  dan /atau insentif hanya diberikan kepada  yang 
taat pajak . 

(4) Pemberian penghargaan/atau insentif pajak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditetapk an dengan Keputusan Gubernur . 

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  

Pasal 48  
 

Hal -hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini,  sepanjang  tidak 
bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku mengenai teknis 
pelaksanaannya ditetapkan o leh  Kepala Dinas Pendapa tan.  

 Pasal 49   

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan 
memp unyai daya laku sur u t sejak tanggal 1 Agustus 2011  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubernur ini dengan penempata nnya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.  
 
 

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal    2 April  2012  

GUBERNUR JAMBI,  
 

ttd  
 
H. HASAN BASRI AGUS  
 

Diundangkan di Jambi  
pada tanggal 2 April  2012  

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,  
              

ttd  
 
 

SYAHRASADDIN  

BERIT A DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2012 NOMOR    16  
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LAMPIRAN I  : PERATURAN GUBERNUR JAMBI  
NOMOR  : 16  TAHUN  2012   
TAHUN   :   2    APRIL  2012   

 
 

 
 
 
    GUBERNUR JAMBI  
 

ttd  
 
 H. HASAN BASRI AGUS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 
 

LAMPIRAN I I : PERATURAN GUBERNUR JAMBI  
NOMOR  : 16  TAHUN  2012   
TAHUN   :   2    APRIL  2012   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

GUBERNUR JAMBI  
 

ttd  
 
H. HASAN BASRI AGUS  
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LAMPIRAN I II  : PERATURAN GUBERNUR JAMBI  
NOMOR  : 16  TAHUN  2012   
TAHUN   :   2    APRIL  2012   

 
 

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK ALAT BERAT/BESAR  
(Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah)  

 

 
 
 
 

GUBERNUR JAMBI  
 

ttd  
 
H. HASAN BASRI AGUS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diisi Oleh Wajib Pajak/Kuasa

1.Nama Pemilik :
2.Alamat :

NO.
JENIS 

MODEL
TAHUN 

PEMBUATAN 

ISI 

SILINDER

BAHAN

BAKAR
KETERANGAN

Diisi sesuai dengan keadaan sebenarnya

20

WAJIB PAJAK/
KUASA

_______________ 

MERK/TYPE
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LAMPIRAN VI: PERATURAN GUBERNUR JAMBI  
NOMOR  : 16  TAHUN  2012   
TAHUN   :   2    APRIL  2012   

 
 

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK KENDARAAN DI AIR 
( Perda No. 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah ) 

  Diisi Oleh Wajib Pajak             
                    

1 Nama Pemilik :           

2 Alamat   :           

3 Motor Penggerak :           

  - Jenis   :           

  - Merk   :           

  - Tahun/PK/HP :           

  - No. Mesin :           

  - Tanggal Faktur/Kwitansi :           

  - Umur   :           

                   

4 Kapal/Perahu             

  - Jenis   :           

  - Bahan   :           

  - Fungsi   :           

  - Tahun   :           

  - Isi Kotor (Ton) :           

  - Tanggal Faktur/Kwitansi :           

  - Umur   :           

                    
  Diisi sesuai dengan keadaan sebenarnya         
            20 
                    
            WAJIB PAJAK/ 
            KUASA 
                    
                    
            _______________ 

 
 
 

GUBERNUR JAMBI  
 

ttd  
 
H. HASAN BASRI AGUS  
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LAMPIRAN VIII:  PERATURAN GUBERNUR JAMBI  
NOMOR  : 16  TAHUN  2012   
TAHUN   :   2    APRIL  2012   

 
 

Diisi Oleh Wajib Pajak/Kuasa

1 Nama Orang/Badan yang melaksanakan pemanfaatan Air Permukaan

2 Alamat

3 Lokasi Sumber Air

4 Jenis Sumber Air Air Permukaan

5 Volume Air yang diambil

1. Pabrik 2. Perkebunan

3. . . . . . . . . . .

Diisi sesuai dengan keadaan sebenarnya

_______________

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN ( SPP - AP )

Pemanfaatan untuk6

20

WAJIB PAJAK/
KUASA

 
 
 

GUBERNUR JA MBI  
 
 

ttd  
 
H. HASAN BASRI AGUS  
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LAMPIRAN IX  : PERATURAN GUBERNUR JAMBI  
NOMOR  : 16  TAHUN  2012   
TAHUN   :   2    APRIL  2012   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

GUBERNUR JAMBI  
 

ttd  
 
 H. HASAN BASRI AGUS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. MASA PAJAK : Tgl s/d Tgl
2. DASAR PENGENAAN

NILAI PEROLEHAN : Rp. x M3 =

3. TARIF PAJAK
a. AIR PERMUKAAN: 10 %

4. PAJAK TERHUTANG:
( 10 % x Rp. ............. ) = Rp.

5. DENDA : = Rp.
JUMLAH : = Rp.

Lembar 1. Untuk Wajib Pajak
2. Untuk Bendaharawan khusus penerima
3. Untuk Penetapan
4. Untuk Dipenda Provinsi Jambi 20

UNTUK BULAN
DAN TAHUN

DITETAPKAN
TANGGAL

PETUGAS KOREKTOR

KEPALA UPTD
KAB/KOTA

NO. REG
NO. KOHIR
NAMA WAJIB PAJAK
NAMA PERUSAHAAN
ALAMAT

_______________

DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAMBI
SURAT KETETAPAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN

AIR PERMUKAAN
( Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah )

No.
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LAMPIRAN I V : PERATURAN GUBERNUR  JAMBI  
        NOMOR  : 16  TAHUN  2012   
       TAHUN  :   2    APRIL  2012   

 
 

SURAT PENETAPAN SEMENTARA PAJAK ALAT BERAT/BESAR 

( Perda No. 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah ) 
  1. Nama Pemilik :                 
  2. Alamat :                 

NO. MERK/TYPE 
JENIS  

MODEL 
TAHUN  

PEMBUATAN 
BBN DENDA PKB 

JASA 
RAHARJA 

JUMLAH 

  
  
  
  
  
    

  
  
  
  
  
  
  
  
     

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
    

  
  

 Untuk penyelesaian lebih lanjut agar saudara dapat segera melunasi/membayar 
pajak dimaksud pada Kantor UPTD Kab/Kota ........................................... selambat-
lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penetapan 
sementara ini diterima. 

        
    20   

                  KEPALA UPTD   
                  KAB/KOTA   
                  _______________   

GUBERNUR JAMBI  
ttd  

 
 H. HASAN BASRI AGUS  
 
 

LAMPIRAN V  : PERATURAN GUBERNUR JAMBI  
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        NOMOR  : 16  TAHUN  2012   
              TAHUN  :   2    APRIL  2012   
 
 

SURAT KETETAPAN PKB, BBN-KB DAN JASA RAHARJA UNTUK 
 

KENDARAAAN BERMOTOR ALAT-ALAT BERAT DAN BESAR 
 

( Perda No. 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah ) 
 

                                
          NO. URUT                 

DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAMBI   NO. SKUM                 
NAMA PEMILIK     NO. KOHIR                 
ALAMAT                               
                POKOK SANKSI DENDA JUMLAH 
MERK/TYPE     BBN-KB                 
JENIS MODEL     PKB                   
TAHUN PEMBUATAN     JASA RAHARJA                 
ISI SILINDER     JUMLAH                 
WARNA                           
NOMOR RANGKA     DITETAPKAN  

TANGGAL 
DITETAPKAN 

TANGGAL 
KOREKTOR 

  
NOMOR MESIN     
BAHAN BAKAR                     

Lembar 1. Untuk Wajib Pajak                   
  2. Untuk Penetapan                   
  3. Untuk Dipenda Provinsi                   

  4. Untuk Arsip                           
                      JAMBI       
                      KEPALA UPT. DINAS PENDAPATAN 

                      
PROV. JAMBI KAB/KOTA 
....................................... 

GUBERNUR JAMBI  
ttd  

 
 H. HAS AN BASRI AGUS  

 
LAMPIRAN VII  : PERATURAN GUBERNUR JAMBI  

        NOMOR : 16  TAHUN  2012   

No.  
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              TAHUN  :   2    APRIL  2012   
 
 

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI 
 

DINAS PENDAPATAN 

UPTD KAB / KOTA …………………. 
  

SURAT KETETAPAN PAJAK KENDARAAN DI AIR / BEA BALIK NAMA KENDARAAN DI AIR 
( Perda No. 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah ) 

                                    

                                    

              NO. URUT                 

        NO. SKUM                 

NAMA PEMILIK         NO. KOHIR                 

ALAMAT                                   

              JUMLAH YANG HARUS DIBAYAR (RUPIAH)       

              POKOK DENDA JUMLAH   

MOTOR             

  
BBN-KDA 

JENIS :       

MERK :           

  
PKDA 

TAHUN/PK/HP :       

NO. MESIN : NO. REG :       

  
JUMLAH 

TGL. FAK/KWIT : NO. PENDAFTARAN :   

UMUR :                       
              DITETAPKAN 

TANGGAL 
DITETAPKAN 

TANGGAL 
PETUGAS  

PENETAPAN 
KOREKTOR 

KAPAL/PERAHU         
JENIS :                             

BAHAN :                             

FUNGSI :                             

TAHUN :                             
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ISI KOTOR (TON) :                             
TGL. FAK/KWIT :                             
UMUR :     

                  

KEPALA UPT 
DIPENDA 
PROVINSI 

JAMBI 
  
  

  

                        

KAB/KOTA 
…………………. 

  
  

Lembar 1. 

Untuk 
Wajib 
Pajak                             

  2. 
Untuk 
Penetapan                             

  3. 

Untuk 
Dipenda 
Provinsi                             

  4. 
Untuk 
Arsip                       

                
(                      ) 

 
GUBERNUR JAMBI  

ttd  
 

 H. HASAN BASRI AGUS  
 


